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PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang
terpadu dan terarah dalam wurusan pemerintahan
daerah, administrasi keuangan program, kegiatan dan
sub kegiatan tahun 2025, perlu disusun Rencana Kerja
(Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Luwu Timur;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada butir a di atas perlu menetapkan Surat
Keputusan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 melalui
Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju
Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

3. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Rencana  Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3
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Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 100);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah  Kabupaten Luwu Timur Nomor 103)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran  Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 124);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021
Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2020 Nomor 91);

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);

17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 13).
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MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENJA TAHUN 2025

KESATU : Membentuk tim penyusun Rencana Kerja pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025, dengan
susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

KEDUA : Tim penyusun Rencana Kerja pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik mempunyai tugas dalam perumusan
dan penyusunan Renja 2025;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan kepada APBD melalui
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun
Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada tanggal : 01 Juli 2025

'R’HAFID,S.Pd.M.Si
: Pembina Utama Muda
Nip :19710502199208 1001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;

3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;

4. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur di Malili;
5.Pertinggal.
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SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL) TAHUN 2025

Ketua : Kepala Badan Kesbangpol
Sekertaris : Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
Anggota

1. Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

2. Kabid. Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan

3. Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik

4. Kasubag. Umum dan Kepegawaian

5. Staf Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Ditetapkan di : Malili
Pada tanggal : 01 Juli 2025

Pangat : Pembina Utama Muda
NIP : 19710502 199208 1 001
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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah Azza Wa Jallah yang telah
melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat
menyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2025.

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Luwu Timur memiliki peranan penting dalam menjaga
keutuhan bangsa dan politik khususnya di wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam
upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalom rangka
memperkokoh NKRI dan meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan
politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah
daerah di bidang pengembangan nilai — nilai kebangsaan, penanganan konflik,
fasilitasi organisasi  politk dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah,
partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Demikianlah Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 ini disusun unfuk menjadi pedoman dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Luwu Timur.

Malili, 0T Juli 2025

Pangkat. Pembina Tk.
NIP. 19710502 199208 1 001
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu

Timur tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan Program/Kegiatan

Tahunan sebagai suatu gambaran tentang perencanaan yang terkait secara

berijenjang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Kesatuan Bangsa

dan Politk Kabupaten Luwu Timur sebagai pedoman dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk tahun 2025. Rencana Kerja

Perangkat Daerah tersebut memuat rencana program dan kegiatan tahun 2025

dengan mengacu pada permasalahan program kegiatan tahun 2025 dan

didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu

Timur Tahun 2025. Proses penyusunan Renja 2025 ini berpedoman pada RKPD

Kabupaten Luwu Timur dan juga Renstra Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Luwu Timur :

1. Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
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Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaoksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 927);

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia
Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016 — 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018
Nomor 03);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor
13);

9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur
Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021 Nomor 80);

10. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.
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1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Maksud disusunnya RENJA-PD adalah sebagai pedoman Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam rangka penyusunan Rencana
Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP), dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara  perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan dan
pengawasan serta memudahkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan

kebijokan Perangkat Daerah.

Tujuan :

Tujuan disusunnya RENJA-PD adalah :

1. Meningkatkan kudalitas penyelenggaraan urusan pemerintahan  umum
khususnya urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam 1 (satu)
tahun anggaran melalui : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan
Politk dan Pengembangan Etika Serta Budaya  Politik, Program
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

2. Memantapkan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sesuai Visi, Misi, Tujuan dan
Kebijokan Pembangunan Daerah.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memperkokoh dan
meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan  peran  serta
berpolitik.

4. Meminimalkan terjadinya konflik sosial dalam rangka menjaga kondusifitas

Kabupaten Luwu Timur.
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1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2025 adalah

sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN
Pada bagian ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Pada bagian ini dijelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan renja
perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat
daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah,
review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan
program dan kegiatan masyarakat.

BAB Il TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Pada bagian ini dielaskan mengenai Telaahan terhadap
Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,
serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Pada bagian ini diuraikan mengenai rencana kerja yang diusulkan
serta jumlah dan sumber pendanaan untuk pelaksanaan program
dan kegiatan.

BAB V PENUTUP
Pada bagian ini menguraikan catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalom rangka pelaksanaannya
maupun seandainya ketersediaan anggaran fidak sesuai dengan
kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan serta Rencana findak

lanjut.
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BAB I
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN I
TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugasnya yakni
melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dalam
menjalankan urusan tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun
2025 melaksanakan 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 36 (tiga
puluh enam) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran yang dikelola sebesar
Rp. 7.917.628.674 - (tujuh milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus dua
puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan realisasi
sampai dengan triwulan Il sebesar Rp. 2.099.853.005,- (dua milyar sembilan puluh
sembilan delapan ratus lima puluh tiga ribu lima rupiah) atau 40,90%
berdasarkan anggaran kas sampai triwulan Il dan 26,52% berdasarkan
anggaran tahunan. Belum maksimalnya penyerapan anggaran khususnya
berdasarkan anggaran kas dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum
terlaksana sesuai dengan yang ditargetken seperti kegiatan pengadaan
barang milik daerah (BMD) yang masih dalom proses belanja e-catalog;
kegiatan coaching pendahuluan pengukuran indeks kerukunan umat
beragama (IKUB) yang belum terlaksana karena menyesuaikan dengan jadwal
narasumber dari LITBANG Kementerian Agama Makassar; pencairan bantuan
keuangan partai politk yang juga belum tereadlisasi dikarenakan masih
menunggu laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK sebagai bahan dalam
rapat evaluasi bantfuan keuangan partai politik untuk selanjutnya dilakukan
pencairan; selanjutnya anggaran belanja gaqji dan tunjangan PNS yang
realisasinya masih rendah dikarenakan adanya jabatan yang masih lowong
pada Badan Kesbangpol. Namun secara keseluruhan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan di tfahun 2025 sampai dengan triwulan Il telah terlaksana
dengan baik. Adapun hasil pelaksanaan program dan kegiatan sampai triwulan
2 tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan Il Tahun 2025

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)

Target kinerja dan
anggaran berjalan tahun
2025 yang dievaluasi

Redlisasi Kinerja pada Triwulan

Redlisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja yang
dievaluasi (2025)

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja

ery) Tahun 2025 (%)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Semua Bidang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN ;:’:j:::;; E:JT::UMH
PEMERINTAHAN DAERAH pemerintah daerah 77| 3053.809.009 | 8125 | 557.020.580 | 79.75 | 661.704.759 - - 4025 | 1918705339 | 1A | 3991%
KABUPATEN/KOTA
kabupaten/kota
Persentase penyusunan
Perencanaan, Penganggaran, dokumen perencanaan
‘D’zgri‘;:"”“s' Kinerja Perangkat | ganggaran dan evaluasi e 73176803 | 1P | 3500000 | 100 | 12404850 - - : - 2L IBGeEsy | DU || 2l
tepat waktu
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen
Perencanaan Perangkat perencanaan perangkat 3 42.677.500 0 3.500.000 1 7145.200 1 10.645.200 33.33% 24,94%
Daerah daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumiah dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi 2 5.518.000 0 - 1 . 1 - 50,00% 0,00%
penyusunan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumnlah dokumen DPA-SKPD
Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi 2 2.637.500 | | . 1.751.000 ! 1.751.000 | S000% | 6639%
penyusunan DPA-SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah laporan evaluasi )
Daerah kinerja perangkat daerah 10 22343803 | 2 3.508.650 6 3.508.650 | 6000% | 1570%
Adminisirasi Keuangan Persentase administrasi
Perangkat Daerah kevangan yang . 100 | 211392406 | ' | 472311276 | 100 | 536.510.408 | - - - - R 1.008.821.679 | S000% | 4562%
terselenggara dengan baik
. " Jumlah orang yang
Penyediaan Gaiji dan . .
Tunjangan ASN menerima gaji dan 17 2160368906 | 7 | 466611276 | 17 | 525.116.803 ? 991.728.079 | S000% | 4591%
funjangan ASN
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Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)

Target kinerja dan
anggaran berjalan tahun
2025 yang dievaluasi

Redlisasi Kinerja pada Triwulan

Redlisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja yang
dievaluasi (2025)

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja

(2025) Tahun 2025 (%)
Jumlah laporan keuangan
Koordinasi dan Penyusunan bulanan/triwulan/semesteran
Laporan Keuongony SKPD dan laporan koordinasi
Bulanan/Triwulanan/Semesteran | PENYvsunan laporan 18 51023500 | ° 5.700.000 4 11.393.600 - ? 17.093.600 | S000% | 38.50%
keuangan
SKPD .
bulanan/triwulan/semesteran
SKPD
- q m Persentase BMD yang
Administrasi Barang Milik . .. " q
Daerah pada Perangkat Daerah | Godrministrasikan sesuai e 18.053.000 | '%° | 1900000 | 100 | 4091.000 - - 2L SepEeD | ToHEs || Sl
Penatausahaan Barang Milik J%ngggbigﬁ;%nn barang milik 4 1 2 50,00% | 33,19%
Daerah pada SKPD P 9 18.053.000 1.900.000 1 4.091.000 5.991.000 s e
daerah pada SKPD
Persentase rata-rata capaian
Administrasi Kepegawaian kinerja administrasi
Perangkat Daerah kepegawaian perangkat 109 72.760.000 5 5.200.000 60 11.414.500 - - 220 16.614.500 LR L
daerah
Jumlah dokumen
Pendataan dan Pengolahan pendataan dan 4 1 2 50,00% 3471%
Administrasi Kepegawaian pengelolaan administrasi 41.132.000 5.200.000 1 9.075.000 14.275.000 s e
kepegawaian
Bimbingan Teknis Implementasi Jumlo_h erang yang .
Peraturan Perundang- mengikufi bimbingan feknis 5 0 ; ] 20,00% | 7,40%
implementasi peraturan 31.628.000 1 2.339.500 2.339.500 ! ’
Undangan
perundang-undangan
i q Persentase rata-rata capaian
Administrasi Umum Perangkat s - .
Daerah It el CC Ll B, Rl WY e 308256800 | %0 | 48012029 | 89,28 | 55555787 : AT 103.567.816 | *7-52% | 31.55%
perangkat daerah
Penyediaan Komponen Instalasi iﬁ?;'%:ﬁ;ti};g?;g:ggﬂ
t‘s”'k/ Penerangan Bangunan bangunan kantor yang 4 20270000 | ! S 6.160.000 2 6160000 | S000% | 30.39%
antor oo
disediakan
. Jumlah paket peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor periengkapan kantor yang 8 89.000.000 | © . 2 2.500.000 2 2500000 | 2>00% 281%
diadakan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah paket bahan logistic B
Kantor kantor yang disediakan 4 8.608.600 | 1 2.945.200 2 2945200 | S000% | 3421%

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) 2025

16




Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)

Target kinerja dan
anggaran berjalan tahun
2025 yang dievaluasi

Redlisasi Kinerja pada Triwulan

Redlisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja yang
dievaluasi (2025)

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja

(2025) Tahun 2025 (%)
. Jumlah paket bahan
Penyediaan Bahan Cetakan
dan Penggandaan cetakan dan penggandaan 4 12.390.000 | 300.000 3.980.000 2 4280000 | S000% | 34.54%
yang disediakan
. Jumlah dokumen bahan
Penyediaan Bahan Bacaan bacaan dan peraturan
dan Peraturan Perundang- perundangundangan yang 60 8040000 | ° 1.260.000 2.090.000 30 3350000 | S000% | 41.67%
undangan N
disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi 4 1 2 50,00% | 21,39%
ung kunjungan tamu 11.220.000 2.400.000 - 2.400.000 e 2T
Jumlah laporan
Penyelenggaraan Rapat penyelenggaraan rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD koordinasi dan konsultasi 12 178.728.200 3 44,052.029 37.880.587 6 81.932.616 50.00% 45.84%
SKPD
Pengadaan Barang Milik Persentase BMD perangkat
Daerah Penunjang Urusan daerah penunjang yang 100 0 - 0,00 - 0,00% 0,00%
" . 158.750.000 - -
Pemerintah Daerah terpenuhi
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas
9a0 Operasional atau Lapangan 1 0 - 0 - 0,00% 0,00%
Operasional atau Lapangan . ) 29.000.000
yang Disediakan (Unit)
Jumlah Paket Mebel yang . .
Pengadaan Mebel Disediakan (Unit) 38 80.650.000 0 0 0,00% 0,00%
Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang 2 12.000.000 | © - 0 - | 000% | 000%
Disediakan (Unit)
Jumlah unit Gedung kantor
Pengadaan Gedung Kantor . ) .
dan Bangunan Lainnya dgn k?ongunor? lainnya yang ! 37.100.000 0 0 0.00% 0.00%
disediakan (unit)
Persentase rata-rata
Penyediaan Jasa Penunjang capaian kinerja Penyediaan
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan e 106.670.000 1ew 16.637.275 100 20.482.219 - &0 37.119.494 e B0
Pemerintahan Daerah (%)
. *Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat .
Menyurat Penyediaan Jasa Surat 4 1610000 | 100.000 592.000 2 692.000 | 000% | 42:98%
Menyurat (Laporan)
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Target kinerja dan UL e el 6
Indikator Kinerja Program . asrlqn beri (:Ian tahun Redlisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan 290925 i djievqluqsi Redlisasi Kinerja pada Triwulan dan Anggaran Renja yang Realisasi
(output) Y (2%25) dievaluasi (2025) Anggaran Renja
Tahun 2025 (%)
*Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, | (SVOCONE 4 1 2 50,00% | 3489%
Sumber Daya Air dan Listrik N er bay 43.500.000 8.037.275 1 7.140.219 15.177.494 e el
dan Listrik yang Disediakan
(Laporan)
*Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor Umum Kantor yang 4 61.560.000 ! 8.500.000 1 12.750.000 2 21.250.000 50.00% 34.52%
Disediakan (Laporan)
Pemeliharaan Barang Milik Z?::Z?Qf:oggn?r:;%gg Trlﬂton
L LT LU LT pemerintahan daerah yang ey 84750000 | ' | 9460000 | 6538 | 21.246.000 4589 30706000 | 4135% | 3623%
Pemerintahan Daerah o
dipelihara (%)
Penyediaan Jasa *Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan 4 4 6.400.000 2 50,00% 52,19%
Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan 24.000.000 4 6.126.000 12.526.000
Operasional atau Lapangan Perizinannya (Unit)
Pemeliharaan Peralatan dan *Jumlah Peralatan dan Mesin
Mesin Lainnya I(_S:]riwfr)\yo yang Dipelihara 27 33.250.000 7 3.060.000 6 2.620.000 13 5.680.000 48,15% 17,08%
Pemeliharaan/Rehabilitasi *Jumlah Gedung Kantor dan
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang 2 27 500.000 0 - 1 12.500.000 1 12.500.000 50,00% 45,45%
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) e e R
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 46,18% 39.91%
" N Sangat Sangat
Predikat Kinerja Rendah | Rendah
Persentase jumlah kebijakan
PROGRAM PENGUATAN penguatan ideologi
IDEOLOGI PANCASILA DAN Pancasila dan karakter 100,00 50,00% 4,99%
KARAKTER KEBANGSAAN kebangsaan yang 1.659.221.800 100 32.421.516 100 50.427.000 50 82.848.516
dilaksanakan
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Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)

Target kinerja dan
anggaran berjalan tahun
2025 yang dievaluasi

Redlisasi Kinerja pada Triwulan

Redlisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja yang
dievaluasi (2025)

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja

(2025) Tahun 2025 (%)
Persentase capaian
Perumusan Kebijakan Teknis pelaksanaan koordinasi
dan Pemantapan Pelaksanaan dibidang ideologi wawasan 100 50,00% 4.99%
Bidang Ideologi Pancasila dan kebangsaan, bela negara, 1.659.221.800 100 32.421.516 100 50.427.000 50 82.848.516 s e
Karakter Kebangsaan karakter bangsa dan
pembavuran kebangsaan
Jumlah orang yang
Pelaksanaan Koordinasi di mengikuti koordinasi di
Bidang Ideologi Wawasan bidang ideologi, wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, kebangsaan, bela negara, 12 R 0,00% 299
Karakter Bangsa, Pembauran karakter kebangsaan, 53.928.800 - - 1.611.050 - 1.611.050 s e
Kebangsaan, Bineka Tunggal pembauran kebangsaan,
lka dan Sejarah Kebangsaan bhineka Tunggal ika dan
Sejarah kebangsaan (orang)
Pembentukan Paskibraka Jumlah paskibraka (orang) 70 1.605.293.000 ) 32.421.516 ) 48.815.950 . 81.237 466 0,00% 5,06%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 4,99%
" - Sangat Sangat
Predikat Kinerja Rendah | Rendah
PROGRAM PENINGKATAN PERAN | Persentase capaian
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA peningkatan peran partai
PENDIDIKAN MELALUI politik dan Lembaga 100 0 0 0.00% 1.35%
PENDIDIKAN POLITIK DAN Pendidikan melalvi 1.241.440.265 11.905.000 - 4.910.950 16.815.950 s s
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA Pendidikan politik dan etika
BUDAYA POLITIK serta budaya politik
Perumusan Kebijakan Teknis .
Persentase capaian
dan Pemantapan Pelaksanaan elaksanaan bidan
Bidang Pendidikan Politik, Etika P - ope g.
" . pendidikan politik, etika
Budaya Politik, Peningkatan i .
Demokrasi, Fasilitasi but':igya pollhk,‘ehku ek
Kelembagaan Pemerintahan, | POlifik dan peningkatan 100 1y 041440265 | ' | 11905000 | 3333 | 4910950 e 16815950 | 3333% |  1.35%
q A demokrasi dan fasilitasi
Perwakilan dan Partai Politik, N
o . kelembagaan pemerintahan
Pemilihan Umum/Pemilihan 0 n
serta pemantauan situasi
Umum Kepala Daerah, serta s
" s D e politik daerah
Pemantauan Situasi Politik
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Target kinerja dan WA (e RE eI
Indikator Kinerja Program 9 -1l Redlisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
. . anggaran berjalan tahun s . . . e
Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan . . Realisasi Kinerja pada Triwulan dan Anggaran Renja yang Realisasi
2025 yang dievaluasi . . n
(output) (2025) dievaluasi (2025) Anggaran Renja
Tahun 2025 (%)
Jumlah dokumen program
Penyusunan Program Kerja di kerja dibidang Pendidikan
Bidang Pendidikan Politik, Etika politik, etika, budaya politik,
Budaya Politik, Peningkatan peningkatan demokrasi,
Demokrasi, Fasilitasi fasilitasi kelembagaan
Kelembagaan Pemerintahan, pemerintahan, perwakilan
Perwakilan dan Partai Politik, dan partai politik, pemilihan ! 57.821.000 0 2.250.000 - 1.498.000 0 3.748.000 0.00% 6.48%
Pemilihan Umum/Pemilihan umum/pemilihan umum
Umum Kepala Daerah, serta kepala daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di pemantauan situasi politik di
Daerah daerah yang disusun
(dokumen)
Jumlah orang yang
Pelaksanaan Kebijakan Di mengikuti pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika kebijakan di bidang
Budaya Politik, Peningkatan Pendidikan politik,
Demokrasi, Fasilitasi peningkatan demokrasi,
Kelembagaan Pemerintahan, fasilitasi kelembagaan
Perwakilan dan Partai Politik, pemerintahan, perwakilan 52 1.153.922.265 | O 9:655.000 1 1.372.950 0 11.027.950 | 000% | 0.96%
Pemilihan Umum/Pemilihan dan partai politik, Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta umum/pemilihan umum
Pemantauan Situasi Politik Di kepala daerah, serta
Daerah pemantauan situasi politik di
daerah (orang)
Pelaksanaan Monitoring, Jumlgh 'Ioporcn hos.|l
) . monitoring, evaluasi dan
Evaluasi dan Pelaporan di elaporan di bidan
Bidang Pendidikan Politik, Efika | PSP laang
. . Pendidikan politik,
Budaya Politik, Peningkatan : .
- S peningkatan demokrasi,
Demokrasi, Fasilitasi fasilitasi kelembagaan
Kelembagaan Pemerintahan, 1 o cintahan, perwakilan 4 29.697.000 | | 2.040.000 2 2040000 | 000% | 687%
Perwakilan dan Partai Politik, R o
- - dan partai politik, Pemilihan
Pemilihan Umum/Pemilihan I
umum/pemilihan umum
Umum Kepala Daerah, serta
. R kepala daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di . AT
Daerah pemantauan situasi politik di
daerah (laporan)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 1,20% 1,35%
" s Sangat Sangat
Predikat Kinerja Rendah | Rendah
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Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)

Target kinerja dan
anggaran berjalan tahun
2025 yang dievaluasi

Redlisasi Kinerja pada Triwulan

Redlisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja yang
dievaluasi (2025)

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja

) Tahun 2025 (%)
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase jumlah ormas
DAN PENGAWASAN yang diberdayakan dan 100 28,00 50,93 50,93% 64,99%
ORGANISASI KEMASYARAKATAN | diawasi 41.120.500 4.910.000 50,93 21.813.500 - 26.723.500
Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan Pelaksanaan ol e
gfn°g"3w';i';‘:g%?n?s"°"sf'°" diberdayakan dan diawas 108 41120500 | 30 | 4910000 | 25 | 21.813.500 > 26723500 | S073% | 64.99%
Kemasyarakatan
Jumlah laporan hasil
Pelaksanaan Monitoring monitoring, eyqluosi dan
Evaluasi dan Pelaporan pzlr?dpcirtg?ocr? ck?rlfjnc;r;g
Dibidang Pendaftaran Ormas, zemberdoyoon orrrlwos
er:f/\eerg%ys?s"e”nog‘:bi‘r’:éioS' evaluasi dan mediasi 4 41120500 | ! 4.910.000 1 21.813.500 2 26.723.500 | 000% | 6499%
9 ! sengketa ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah pengawasan ormas dan
ormas asing di daerah
(laporan)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 50,00% 64,99%
" s Sangat
Predikat Kinerja Rendah Rendah
PROGRAM PEMBINAAN DAN :Z’;i’:::s: n“:‘";:’h
P e iy A | Pengembangan ketahanan 100 554051000 | O | 3040000 | 25 | 196.452.000 - 14 199.492.000 | '400% | 3601%
! ’ ekonomi, social dan budaya
Perumusan Kebijakan Teknis P::Zi:r::uiap:::ginuan
dan Pemantapan Pelaksanaan §an en embpan an 100 0 25 2500% | 3601%
Bidang Ketahanan Ekonomi, K E g K gar al 554.051.000 3.040.000 100 196.452.000 - - 199.492.000 s e
St e P etahanan ekonomi, socia
dan budaya
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Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)

Target kinerja dan
anggaran berjalan tahun
2025 yang dievaluasi

Redlisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja yang
dievaluasi (2025)

Redlisasi Kinerja pada Triwulan

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja

(2025) Tahun 2025 (%)
Jumlah orang yang
Pelaksanaan Koordinasi di mengikuti koordinasi di
Bidang Ketahanan Ekonomi, bidang ketahanan ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi social, budaya dan fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan pencegahan
Narkofika, Fasilitasi Kerukunan | penyalahgunaan narkofika, 495 554051.000 | ° 3.040.000 | 47 | 96452000 | - - 47 199.492.000 | 749% | 3601%
Umat Beragama dan fasilitasi kerukunan umat
Penghayat Kepercayaan di beragama dan penghayat
Daerah kepercayaan di daerah
(orang)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 9,49% 36.01%
" s Sangat Sangat
Predikat Kinerja Rendah | Rendah
PROGRAM PENINGKATAN Persentase capaian
KEWASPADAAN NASIONAL DAN peningkatan kewaspadaan
PENINGKATAN KUALITAS DAN nasional dan peningkatan 100 100 50 50,00% 40,59%
FASILITAS| PENANGANAN kualitas dan fasilitasi 1.367.986.100 10.140.500 100 67.448.700 - - 555.247.700
KONFLIK SOSIAL penanganan konflik sosial
Perumusan Kebijakan Teknis Persentase capaian
dan Pelaksanaan Pemantapan pelaksanaan pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan kewaspadaan nasional dan e 1.367.986.100 e 10.140.500 66,66 67.448.700 - - - - = 555.247.700 41.67% 40.59%
Penanganan Konflik Sosial penanganan konflik social
Jumlah orang yang
Pelaksanaan Koordinasi di meng|kut| koordinasi di -
) o bidang kewaspadaan dini,
Bidang Kewaspadaan Dini, - L
: N kerjas ama intelijen,
Kerjasama Intelijen, .
. pemantauan orang asing,
Pemantauan Orang Asing, : .
Tenaga Kerja Asing dan fenaga kerjc_ asing, dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Lembaga asing, 464 185.167.100 0 7.320.500 - 60.158.200 0 67.478.700 0.00% 36:44%
kewaspadaan perbatasan
Perbatasan Antar Negara, [N
I ) antar negara, fasilitasi
Fasilitasi Kelembagaan Bidang .
kelembagaan bidang
Kewaspadaan, serta
- kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah .
penanganan konflik
didaerah (orang)
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Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)

Target kinerja dan
anggaran berjalan tahun
2025 yang dievaluasi

Redlisasi Kinerja pada Triwulan

Redlisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja yang
dievaluasi (2025)

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja

(2025) Tahun 2025 (%)
Jumlah laporan hasil
Pelaksanaan Monitoring, monitoring, evaluasi dan
Evaluasi dan Pelaporan di pelaporan di bidang
Bidang Kewaspadaan Dini, kewaspadaan dini, kerjas
Kerjasama Intelijen, ama intelijen, pemantauan
Pemantauan Orang Asing, orang asing, fenaga kerja
Tenaga Kerjq Asing dan asing, dan Lembaga asing, 26.617.500 2.820.000 7.990.500 2 10.110.500 50,00% 37.98%
Lembaga Asing, Kewaspadaan kewaspadaan perbatasan
Perbatasan Antar Negara, antar negara, fasilitasi
Fasilitasi Kelembagaan Bidang kelembagaan bidang
Kewaspadaan, serta kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah penanganan konflik
didaerah (laporan)
Pelaskanaan Forum Koordinasi :)Uerggszlr?opgrﬁr;:f:;”
Pimpinan Daerah Koordinasi Pimpinan Daerah 1.156.201.500 - 477.658.500 2 477.658.500 | S000% | 41.31%
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 43,23% 40,59%
" s Sangat Sangat
Predikat Kinerja Rendah | Rendah
7.917.628.674 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 26,39% 26,52%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Sangat Sangat
Rendah | Rendah
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Dari evaluasi hasil pelaksanaan renja yang disajikan pada tabel Tabel 2.1
diatas dapat didefinisikan bahwa realisasi pelaksanaan program, kegiatan & sub
kegiatan secara umum dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

I.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73,176,803,- dan realisasi
keuangan sampai dengan triwulan I Rp. 15,904,850,- atau 31% dan
realisasi kinerja kegiatan sebesar 50%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 2,211,392,406,- dan realisasi keuangan sampai
dengan friwulan Il Rp. 1,008,821,697,- atau 62,98% dan realisasi kinerja
kegiatan sebesar 50%.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18,053,000- dan realisasi keuangan
sampai dengan triwulan Il Rp. 5,991,000,- atau 54,51% dan realisasi kinerja
kegiatan sebesar 50%.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 72,760,000,- dan readlisasi keuangan sampai
dengan triwulan Il Rp. 16,614,500,- atau 30,25% dan realisasi kinerja
kegiatan sebesar 27,50%.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 328,256,800,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan
I Rp. 103,567,816,- atau 36,61% dan readlisasi kinerja kegiatan sebesar
47,32%.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 158,750,000,- dan realisasi
keuangan sampai dengan triwulan Il Rp. 0,- atau 0% dan realisasi kinerja
kegiatan sebesar 0%.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106,670,000,- dan realisasi
keuangan sampai dengan triwulan Il Rp. 37,119,494,- atau 76,59% dan
realisasi kinerja kegiatan sebesar 50%.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84,750,000,-
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dan realisasi keuangan sampai dengan friwulan Il Rp. 30,706,000,- atau
42,92% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 41,35%.
Il. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
1. Kegiatan Perumusan Kebijokan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1,659,221,800,- dan realisasi keuangan sampai
dengan friwulan Il Rp. 82,848,516,- atau 18,63% dan realisasi kinerja
kegiatan sebesar 50%.
lll. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidkan
Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan
Situasi Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,241,440,265,- dan
realisasi keuangan sampai dengan triwulan Il Rp. 16,815,950,- atau
1,35% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 0%.
IV. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41,120,500,- dan realisasi
keuangan sampai dengan triwulan Il Rp. 26,723,500,- atau 78,32% dan
realisasi kinerja kegiatan sebesar 50,93%.
V. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan EkonomiSosial dan Budaya dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 554,051,000,- dan realisasi keuangan sampai
dengan triwulan Il Rp. 199,492,000,- atau 47,05% dan realisasi kinerja
kegiatan sebesar 25%.
VI. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas
dan Fasilitai Penanganan Konflik Sosial
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan alokasi
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anggaran sebesar Rp. 1,367,986,100,- dan realisasi keuangan sampai
dengan triwulan Il Rp. 555,247,700,- atau 74,34% dan realisasi kinerja
kegiatan sebesar 41,67%.

2.2 Anadlisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur merupakan
bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi
terhadap kehidupan politik dan meningkatkan keamanan, ketertiban dan
kenyamanan yang kondusif dalam lingkungan masyarakat di Kabupaten
Luwu Timur, yang dipimpin oleh kepala Badan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisi tentang kajian
terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalom Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Analisis kinerja pelayanan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Luwu Timur dalam menilai
keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan
indikator kinerja kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra
Tahun 2025-2029, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Renstra 2025-2029

Kabupaten Luwu Timur

Kondisi
kinerja . .
. pada Target Capaian Setiap Tahun Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
No Indikator Analisis
awal
periode
RPIJMD
2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Persentase Penurunan 0% 18,18]27,27 | 36,36 54,55|63,64|73,73| ) ) i i ~|18,18]27,27 |36,36|54,55|63,64|73,73
Konflik IPOLEKSOSBUD ° % % % % % % % % % % % %
Tingkat Partisipasi 80,35/ 80,35|80,35|80,35|81,50(81,50 80,35 80,35 |80,35|80,35(81,50(81,50
Masyarakat dalam 80,35% - - - - - -
PEMILU dan PILKADA % % % % % % % % % % % %
Persentase Peran
Organisasi
Kemasyarakatan 50% 52% | 54% | 56% | 59% | 61% | 63% - - - - - - 52% | 54% | 56% | 59% | 61% | 63%
dalam Pembangunan
Daerah
Nilai SAKIP Perangkat 78,65 |70,00(70,50|71,00|71,50{72,00|72,50| i i i i ~|70,00|70,5071,00{71,50|72,00|72,50
Daerah (BB) (BB) | (BB) | (BB) | (BB) | (BB) | (BB) (BB) | (BB) | (BB) | (BB) | (BB) | (BB)
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Berdasarkan tabel 2.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa :

Indikator dan capaian target capaian kinerja setiap tahun Badan
Kesbangpol untuk tahun 2025-2029, beserta indikator kinerja, baseline tahun
2025. Tujuan utamanya adalah " Meningkatnya kerukunan umat beragama
dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi'. Untuk mencapainyaq,
ditetapkan beberapa sasaran terukur, antara lain:

% Menurunkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya
(IPOLEKSOSBUD) secara bertahap dari 18,18% tahun 2025 menjadi
73,73% pada tahun 2030

% Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam PEMILU dan PILKADA dari
80,35% pada tahun 2024 menjadi 81,50% pada tahun 2029

7
0.0

Meningkatkan Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan
Daerah secara bertahap dari 52% pada tahun 2025 menjadi 63% pada
tahun 2030
% Meningkatkan nilai SAKIP Kesbangpol secara bertahap dari 70 (BB)
Tahun 2025 menjadi 72,50 (BB) pada tahun 2030
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah
Berdasarkan tugas dan fungsinya, masalah-masalah yang akan
dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimasa yang akan datang
yaitu :
1. Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya antara lain sebagai berikut :
a. Belum maksimalnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai
Pancasila di masyarakat;
b. Meningkatnya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika serta precursor narkotika
2.Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan antara
lain sebagai berikut :
a. Masih lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap akfivitas
ormas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum
b. Partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya

belum optimal
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c. Belum optimalnya kemitraan dan peran organisasi kemasyarakatan

dalam pembangunan daerah.

d. Minimnya Pendidikan politik tferutama bagi pemilih pemula,

perempuan dan warga diwilayah terpencil

e. Masih rendahnya kepatuhan partai politik dalam pengelolaan dan

pelaporan administrasi  keuangan secara fransparan  dan
akuntabel
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik antara Iain
sebagai berikut :

a. Masih terjadinya konflik horizontal antar kelompok masyarakat
yang dipicu oleh perbedaan suku, agama, maupun kepentingan
ekonomi dan sosial

b. Masih adanya sikap intoleransi serta pengaruh paham radikalisme
di tengah masyarakat

c. Belum maksimalnya kinerja Tim PORA dalom mengawasi
keberadaan dan aktivitas warga negara asing khususnya yang
bekerja disektor pertambangan dan perkebunan;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program
dan kegiatan  berdasarkan  analisis  kebutuhan  yang  telah
mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik dan tingkat kinerja yang dicapai SKPD, dengan arahan
Kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang
disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Rumusan rencana program dan kegiatan yang diusulkan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik pada rancangan awal RKPD tahun 2025

dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :
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Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO TARGET NO TARGET
e LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PAGU INDIKATIF AL LR LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PAGU INDIKATIF
UB KEGIATAN KEGIATAN
KINERJA KINERJA
1 2 3 4 5 [ 1 2 3 4 5 6
Belanja Operasi 8,758,174,674 Belanja Operasi 8,758,174,674
PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Persentase pemenuhan
N PROGRAM PENUNJANG N
| | URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan 100 % 3,789,876,609 | | | URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan 100 % 3,789,876,609
DAERAH pemerintah daerah DAERAH KABUPATEN/KOTA pemerintah daerah
KABUPATEN/KOTA kab/kota kab/kota
Perencanaan, Persentase penyusunan Perencanaan, Persentase penyusunan
1. Pengunggarup, dan dokumen perencanaan, 100 % 67,975,803 1. Pengangqarap, dan dokumen perencanaan, 100 % 67,975,803
Evaluasi Kinerja penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat penganggaran dan
Perangkat Daerah evaluasi tepat waktu Daerah evaluasi tepat waktu
Penyusunan Dokumen Badan Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen Badan Jumlah dokumen
a Perencanaan perencanaan perangkat 3 Dok 36,802,500 a Perencanaan Perangkat perencanaan perangkat 3 Dok 36,802,500
KesbangPol KesbangPol
Perangkat Daerah daerah Daerah daerah
N Jumlah dokumen RKA-SKPD N Jumlah dokumen RKA-
Koordinasi dan Badan dan laporan hasil koordinasi Koordinasi dan Badan SKPD dan laporan hasil
b Penyusunan Dokumen P 2 Dok 3,118,000 b Penyusunan Dokumen dan lap 2 Dok 3,118,000
RKA-SKPD KesbangPol penyusunan dokumen RKA- RKA-SKPD KesbangPol koordinasi penyusunan
SKPD dokumen RKA-SKPD
R Jumlah dokumen RKA-SKPD . Jumlah dokumen RKA-
Koordinasi dan Badan dan laporan hasil koordinasi Koordinasi dan Badan SKPD dan laporan hasil
C Penyusunan Dokumen P 2 Dok 2,637,500 b Penyusunan Dokumen dan lap 2 Dok 2,637,500
DPA-SKPD KesbangPol penyusunan dokumen RKA- RKA-SKPD KesbangPol koordinasi penyusunan
SKPD dokumen RKA-SKPD
Evaluasi Kinerja Badan Jumlah laporan evaluasi Evaluasi Kinerja Perangkat Badan Jumlah laporan evaluasi
d Perangkat Daerah KesbangPol kinerja perangkat daerah 10 Lap 25,417,803 ¢ Daerah KesbangPol kinerja perangkat daerah 10 Lap 25,417,803
- . Persentase administrasi
Administrasi Kevangan LS Gl Ll Administrasi Keuangan keuangan yan
2. 9 keuangan yang 100 % 2,116,351,066 | 2. 9 gan yang 100 % 2,116,351,066
Perangkat Daerah . Perangkat Daerah terselenggara dengan
terselenggara dengan baik baik
. " Jumlah orang yang . " Jumlah orang yang
a Peqyedloon Gaji dan Badan menerima gaji dan 17 Ora 2,067,704,566 a Pen_yedumn Gaji dan Badan menerima gaji dan 17 Ora 2,067,704,566
Tunjangan ASN KesbangPol X ng Tunjangan ASN KesbangPol . ng
funjongan ASN funjangan ASN
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RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO TARGET NO TARGET
A LIS IS LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PAGU INDIKATIF AL AL A L LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PAGU INDIKATIF
UB KEGIATAN KEGIATAN
KINERJA KINERJA
1 2 3 4 () 1 2 3 4 6
Jumlah laporan keuangan iumloh laporan
L . N euangan
Koordinasi dan bulanan/triwulanan/semest Koordinasi dan .
bulanan/triwulanan/seme
Penyusunan Laporan Badan eran SKPD dan laporan Penyusunan Laporan Badan steran SKPD dan laporan
b Keuangan Bulanan / koordinasi penyusunan 18 Lap 48,646,500 b Keuangan Bulanan / L P 18 Lap 48,646,500
X KesbangPol X KesbangPol koordinasi penyusunan
Triwulanan / Semesteran laporan keuangan Triwulanan / Semesteran
. laporan keuangan
SKPD bulanan/triwulanan/semest SKPD .
bulanan/triwulanan/seme
eran SKPD
steran SKPD
Administrasi Barang Persentase BMD yang Administrasi Barang Milik Persentase BMD yang
3. Milik Daerah pada diadministrasikan sesuai 100 % 13,054,000 3. Daerah pada Perangkat diadministrasikan sesuai 100 % 13,054,000
Perangkat Daerah standar Daerah standar
Jumlah laporan Jumlah laporan
a rli/\eil?kolg(;frg?]o;; dchcg(}j(rF:g KeSSc?:JPol penatausahaan barang 4 Lap 13,054,000 a f/‘e”?kog?:%w;; d?:ogi;g Ke?ggr?g;Pol penatausahaan barang 4  Lap 13,054,000
milik daerah pada SKPD milik daerah pada SKPD
Administrasi Persentase laporan data A e e eaihl Persentase laporan data
4, Kepegawaian administrasi kepegawaian 100 % 67,783,000 4. Peranakat Daer‘::hg administrasi kepegawaian 100 % 67,783,000
Perangkat Daerah yang dimuktakhirkan 9 yang dimuktakhirkan
. Jumlah pakaian dinas . . Jumlah pakaian dinas
Pgngadoon qug'm Badan beserta atribut Pengadoo.n Pakaian Binas Badan beserta atribut
a Dinas Beserta Atribut 0o - - a Beserta Afribut o - -
Kelengkapannya KesbangPol perlengkapannya yang Kelengkapannya KesbangPol perlengkapannya yang
diadakan diadakan
Pendataan dan sadan | pendataan don Pendataan dan sadan | pendataon don
b Pengolahan Administrasi P . . 4 Dok 35,257,000 b Pengolahan Administrasi P . . 4 Dok 35,257,000
- KesbangPol pengolahan administrasi ] KesbangPol pengolahan administrasi
Kepegawaian . Kepegawaian .
kepegawaian kepegawaian
Jumlah orang van Jumlah orang yang
Bimbingan Teknis " orang yang . Bimbingan Teknis mengikuti bimbingan
. Badan mengikuti bimbingan teknis Ora . Badan . X Ora
C Implementasi Peraturan . . 5 32,526,000 C Implementasi Peraturan teknis implementasi 5 32,526,000
KesbangPol implementasi peraturan ng KesbangPol ng
Perundang-Undangan Perundang-Undangan peraturan perundang -
perundang - undangan
undangan
Persentase rata - rata
Administrasi Umum FOECIEED FEE - 2 Administrasi Umum capaian kinerja
5, capaian kinerja adminisirasi | 100 % 3545,911,740 | 5. > ! 100 % 3545,911,740

Perangkat Daerah

umum perangkat daerah

Perangkat Daerah

administrasi umum
perangkat daerah
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RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO TARGET NO TARGET
el L GElA L) LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PAGU INDIKATIF AL LT L AL LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PAGU INDIKATIF
UB KEGIATAN KEGIATAN
KINERJA KINERJA
1 2 3 4 5 () 1 2 3 4 5 6
Penyediaan Komponen Jumlah paket komponen Penvediaan Komponen Jumlah paket komponen
Instalasi Badan instalasi listrik / penerangan Pak yeaiaan P Badan instalasi listrik / Pak
a . 4 20,270,000 a Instalasi Listrik/Penerangan 4 20,270,000
Listrik/Penerangan KesbangPol bangunan kantor yang et KesbangPol penerangan bangunan et
s Bangunan Kantor Y
Bangunan Kantor disediakan kantor yang disediakan
Penyediaan Peralatan Jumlah paket peralatan . Jumlah paket peralatan
b dan perlengkapan Badan dan perlengkapan kantor 8 Pak 188,000.000 b Penyediaan Peralatan dan Badan dan perlengkapan kantor 8 Pak 188,000.000
KesbangPol B et perlengkapan kantor KesbangPol A et
kantor yang disediakan yang disediakan
Penyediaan Bahan Badan Jumlah paket bahan logistik Pak Penyediaan Bahan Logistik Badan Jumlah paket bahan Pak
c Logistik Kantor KesbangPol | yang disediakan 4 et 14,289,340 c Kantor KesbangPol logistik yang disediakan 4 et 14,289,340
. Jumlah paket barang . Jumlah paket barang
Penyediaan Barang Penyediaan Barang
d | Cetakandan Badan cetakan dan 4 Dok 13,390,000 | d | Cetakan dan Badan cefakan dan 4 Pok 13,390,000
KesbangPol penggandaan yang et KesbangPol penggandaan yang et
Penggandaan N Penggandaan N
disediakan disediakan
. Jumlah dokumen bahan . Jumlah dokumen bahan
Penyediaan Bahan Badan bacaan dan peraturan Penyediaan Bahan Badan bacaan dan peraturan
e | Bacaan dan Peraturan P 60 Dok 8,040,000 | e | Bacaan dan Peraturan P 60 Dok 8,040,000
KesbangPol perundang-undangan yang KesbangPol perundang-undangan
Perundang-undangan N Perundang-undangan N
disediakan yang disediakan
f Fasilitasi Kunjungan Badan Jur‘r_ﬂah laporan fasilitasi 4 Llap 16,500,000 f Fasilitasi Kunjungan Tamu Badan Jumlah laporan fasilitasi 4 Llap 16,500,000
Tamu KesbangPol kunjungan tamu KesbangPol kunjungan famu
Jumlah laporan Jumlah laporan
Penyelenggaraan Badan enyelenggaraan rapat Penyelenggaraan Rapat Badan enyelenggaraan rapat
g Rapat Koordinasi dan penyelengg pat 12 Lap 285,422,400 g Koordinasi dan Konsultasi penyelengg pat 12 Lap 285,422,400
. KesbangPol koordinasi dan konsultasi KesbangPol koordinasi dan konsultasi
Konsultasi SKPD SKPD
SKPD SKPD
PD‘ZZ?:: OP::UB:;TQ Rl Persentase barang milik Pengadaan Barang Milik :izresre:lzas:r::rcll(r;?xleﬂr(ah
6. ang daerah perangkat daerah 100 % 761,061,000 6. Daerah Penunjang Urusan n P 9 100 % 761,061,000
Urusan Pemerintah q 0 q penunjang yang
penunjang yang terpenuhi Pemerintah Daerah .
Daerah terpenuhi
Pengadaan Kendaraan Jumlah unit kendaraan Pengadaan Kendaraan nglah unit k_endoroon
a Dinas Operasional atau Bacian dinas operasional atau 1 Unit a Dinas Operasional atau Bacan dinas operasional atau 1 Unit
KesbangPol R 638,196,000 KesbangPol lapangan yang 638,196,000
Lapangan lapangan yang disediakan Lapangan R
disediakan
b | Pengadaan Mebel Badon | Jumiah paket mebelyang 38 Unit 103865000 | b | Pengadaan Mebel Badan Jumlah paket mebelyang | gyt 103,865,000
KesbangPol | disediakan KesbangPol disediakan

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA - P) 2025

32




RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO TARGET NO TARGET
A LIS IS LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PAGU INDIKATIF AL AL A L LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PAGU INDIKATIF
UB KEGIATAN KEGIATAN
KINERJA KINERJA
1 2 3 4 5 () 1 2 3 4 5 6
Jumlah unit peralatan dan Jumlah unit peralatan
C Pengcdqon Eerolcﬁon Badan mesin lainnya yang 2 Unit 19,000,000 C Pen_godgcm Peralatan dan Badan dan mesin lainnya yang 2 Unit 19,000,000
dan Mesin Lainnya KesbangPol T Mesin Lainnya KesbangPol N
disediakan disediakan
Pengadaan Gedung Jumlah unit gedung kantor Pengadaan Gedung Jumlah unit gedung
Badan . . Badan .
d Kantor atau Bangunan atau bangunan lainnya 1 Unit - d Kantor atau Bangunan kantor atau bangunan 1 Unit -
) KesbangPol o . KesbangPol . g
Lainnya yang disediakan Lainnya lainnya yang disediakan
. Persentase rata - rata . Persentase rata - rata
Penyediaan Jasa reToftern Dt e fere Penyediaan Jasa S
7. Penunjang Urusan P 5 lal 100 % 96,770,000 7. Penunjang Urusan P . lal 100 % 96,770,000
: penunjang urusan : penunjang urusan
Pemerintahan Daerah A Pemerintahan Daerah 0
pemerintahan daerah pemerintahan daerah
) . . Jumlah laporan
a Penyediaan Jasa Surat Badan 'Jumloh laporan penyediaan 4 lap 1,610,000 a Penyediaan Jasa Surat Badan penyediaan jasa surat 4 Llap 1,610,000
Menyurat KesbangPol | jasa surat menyurat Menyurat KesbangPol
menyurat
. Jumlah laporan
. Jumlah laporan penyediaan . . .
Penyediaan Jasa Badan ‘asa komunikasi. sumber Penyediaan Jasa Badan penyediaan jasa
b Komunikasi, Sumber ! A A 4  Lap 33,600,000 b Komunikasi, Sumber Daya komunikasi, sumber daya 4 Lap 33,600,000
. e KesbangPol daya air dan listrik yang . o KesbangPol - L
Daya Air dan Listrik N Air dan Listrik air dan listrik yang
disediakan N
disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah laporan penyediaan . Jumiah Igporgn
Badan ; Penyediaan Jasa Badan penyediaan jasa
C Pelayanan Umum jasa pelayanan umum 4  Lap 61,560,000 c 4  Lap 61,560,000
KesbangPol L Pelayanan Umum Kantor KesbangPol pelayanan umum kantor
Kantor kantor yang disediakan N
yang disediakan
Pemeliharaan Barang Persentase barang milik . - Persentase barang milik
o . . Pemeliharaan Barang Milik .
Milik Daerah Penunjang daerah penunjang urusan . daerah penunjang urusan
8. : . 100 % 8. Daerah Penunjang Urusan . 100 %
Urusan Pemerintahan pemerintahan yang 120,970,000 . pemerintahan yang 120,970,000
" , Pemerintahan Daerah . "
Daerah terpelihara dengan baik terpelihara dengan baik
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas e X Jumlah kendaraan dinas
. . . Pemeliharaan, Biaya .
Pemeliharaan, Pajak, Badan operasional atau lapangan Pemelinaraan. Paiak. dan Badan operasional atau
a dan Perizinan yang dipelihara dan 4 Unit 24,000,000 a . . Fajak, d lapangan yang dipelihara 4 Unit 24,000,000
. KesbangPol ) . Perizinan Kendaraan Dinas KesbangPol ; )
Kendaraan Dinas dibayarkan pajak dan X dan dibayarkan pajak
h ) Operasional atau )
Operasional atau perizinannya dan perizinannya
Lapangan
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan Badan Jumlah Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan Badan Jumlah Peralatan dan
b } A . o 27  Unit 37,970,000 b . . Mesin Lainnya yang 27 Unit 37,970,000
dan Mesin Lainnya KesbangPol Lainnya yang dipelihara dan Mesin Lainnya KesbangPol dipelihara
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RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO TARGET NO TARGET
el L GElA L) LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PAGU INDIKATIF AL LT L AL LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PAGU INDIKATIF
UB KEGIATAN KEGIATAN
KINERJA KINERJA
1 2 3 4 5 () 1 2 3 4 5 6
Pemeliharaan/Rehabilit Badan Jumlah gedung kantor & Pemeliharaan/Rehabilitasi Badan Jumlah gedung kantor &
c asi Gedung Kantor dan KesbanaPol bangunan lainnya yg 1 Unit 46,000,000 c Gedung Kantor dan KesbangPol bangunan lainnya yg 1 Unit 46,000,000
Bangunan Lainnya 9 dipelihara/direhabilitasi Bangunan Lainnya S dipelihara/direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilit Jumiah Sarana dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumiah Sarana dan
; Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor
asi Sarana dan Badan . . Sarana dan Prasarana Badan . .
d atau Bangunan Lainnya 1 Unit 13,000,000 d atau Bangunan Lainnya 1 Unit 13,000,000
Prasarana Gedung KesbangPol yang Gedung Kantor atau KesbangPol yang
Kantor atau Bangunan dipelihara/direhabilitasi Bangunan dipelihara/direhabilitasi
Persentase jumiah Persentase jumiah
rgfocigg:\:::gzg[ﬁ"l kebijakan penguatan PROGRAM PENGUATAN kebijakan penguatan
1] ideologi pancasila dan 100 % 1,642,396,800 Il IDEOLOGI PANCASILA DAN ideologi pancasila dan 100 % 1,642,396,800
DAN KARAKTER
karakter kebangsaan yang KARAKTER KEBANGSAAN karakter kebangsaan
KEBANGSAAN . o
dilaksanakan yang dilaksanakan
: Persentase capaian
Persentase capaian s
R pelaksanaan koordinasi
.. pelaksanaan koordinasi di . s e N
Perumusan Kebijakan q P Perumusan Kebijakan di bidang ideology
. bidang ideology wawasan .
Teknis dan Pemantapan Teknis dan Pemantapan wawasan kebangsaan,
1 Pelaksanaan Bidang SESENEEE), [SEE T ), 100 % 1 Pelaksanaan Bidang bela negara, karakter 100 %
: h " karakter bangsa, 1,642,396,800 : . " ’ 1,642,396,800
Ideologi Pancasila dan Ideologi Pancasila dan bangsa, pembavuran
pembavuran kebangsaan, .
Karakter Kebangsaan . s Karakter Kebangsaan kebangsaan, bineka
bineka tunggal ika dan s .
" tunggal ika dan sejarah
sejarah kebangsaan
kebangsaan
Pelaksanaan Koordinasi Jumlah orang yang - Jumlah orang yang
di Bidang Ideologi mengikuti koordinasi di Pgloksonoon qurd|n05| d mengikuti koordinasi di
. . . Bidang Ideologi Wawasan . - .
Wawasan Kebangsaan, bidang ideologi wawasan bidang ideologi wawasan
Kebangsaan, Bela
Bela Negara, Karakter Badan kebangsaan, bela negara, Ora Badan kebangsaan, bela Ora
a 30 31,148,800 a Negara, Karakter Bangsa, 125 31,148,800
Bangsa, Pembauran KesbangPol karakter bangsa, ng KesbangPol negara, karakter bangsa, ng
- Pembauran Kebangsaan,
Kebangsaan, Bineka pembauran kebangsaan, . pembauran kebangsaan,
) X ] Bineka Tunggal lka dan ) -
Tunggal Ika dan Sejarah bhineka tunggal ika dan . bhineka tunggal ika dan
X Sejarah Kebangsaan .
Kebangsaan sejarah kebangsaan sejarah kebangsaan
Pembentukan B n . r . B n . r
b | Pembeniuka oda Jumiah Paskibraka 70 99 | 161,248,000 b | Pembentukan Paskibraka ada Jumiah Paskibraka 70 O | 1611248000
Paskibraka KesbangPol ng KesbangPol ng
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RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO TARGET NO TARGET
A LIS IS LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PAGU INDIKATIF AL AL A L LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PAGU INDIKATIF
UB KEGIATAN KEGIATAN
KINERJA KINERJA
1 2 3 4 5 () 1 2 3 4 5 6
e Persentase capaian PROGRAM PENINGKATAN Persentase capaian
PENINGKATAN PERAN " . . n
peningkatan peran partai PERAN PARTAI POLITIK DAN peningkatan peran partai
PARTAI POLITIK DAN - .
LEMBAGA PENDIDIKAN politik dan lembaga LEMBAGA PENDIDIKAN politik dan lembaga
n pendidikan melalui 100 % 1,238,202,265 n MELALUI PENDIDIKAN pendidikan melalui 100 % 1,238,202,265
MELALUI PENDIDIKAN - i . g .
POLITIK DAN pendidikan politik dan POLITIK DAN pendidikan politik dan
PENGEMBANGAN ETIKA pengembangan etika serta PENGEMBANGAN ETIKA pengembangan etika
buaya politik SERTA BUDAYA POLITIK serta buaya politik
SERTA BUDAYA POLITIK yap yap
Perur"nusun LCAlL el Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan N
. Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang "
. g . . Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika . 7 A
- . Pendidikan Politik, Etika .
Budaya Politik, Persentase capaian M Persentase capaian
. . N . . Budaya Politik, s . -
Peningkatan Demokrasi, peningkatan partai politik A q peningkatan partai politik
Fasilitasi Kelembagaan dan lembaga pendidikan ClLIEL G AL dan lembaga pendidikan
1. A 9 moagap ! 100 % 1,238,202,265 | 1. | Fasilitasi Kelembagaan moagap a 100 % 1,238,202,265
Pemerintahan, melalui pendidikan politik N . melalui pendidikan politik
q . " Pemerintahan, Perwakilan
Perwakilan dan Partai dan pengembangan etika e dan pengembangan
op . e dan Partai Politik, " .
Politik, Pemilihan serta budaya politik Pemilihan etika serta budaya politik
Umum/Pemilihan Umum o
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
. . Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi q A =TT
s Pemantauvan Situasi Politik
Politik
Pepyus.ur?on program Pelaksanaan Kebijakan di Jumiaih dokgme_n .
kerja di Bidang Jumlah dokumen program ) L s program kerja di bidang
L - . s 2. Bidang Pendidikan Politik, - o -
Pendidikan Politik, Etika kerja di bidang pendidikan : - pendidikan politik, etika
e A . L Etika Budaya Politik, e
Budaya Politik, politik, etika budaya politik, : . budaya politik,
) . N . Peningkatan Demokrasi, . .
Peningkatan Demokrasi, peningkatan demokrasi, L 2 peningkatan demokrasi,
o o e Fasilitasi Kelmbagaan oy o
Fasilitasi Kelmbagaan fasilitasi kelembagaan N . fasilitasi kelembagaan
: Badan . . Pemerintahan, Perwakilan Badan . .
a Pemerintahan, pemerintahan, perwakilan 1 Dok 61,121,000 a N pemerintahan, perwakilan 1 Dok 61,121,000
. . KesbangPol . - L. dan Partai Politik, KesbangPol . -
Perwakilan dan Partai dan partai politik, pemilihan Pemilihan dan partai politik,
Politik, Pemilihan umum/pemilihan umum .. pemilihan
- Umum/Pemilihan Umum ..
Umum/Pemilihan Umum kepala daerah, serta umum/pemilihan umum
. A T Kepala Daerah serta
Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di . o kepala daerah, serta
. X Pemantauan Situasi Politik N . "
Pemantauan Situasi daerah (Orang) di Daerah pemantauan situasi politik
Politik di Daerah di daerah (Orang)
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RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO TARGET NO TARGET
el L GElA L) LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PAGU INDIKATIF AL LT L AL LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PAGU INDIKATIF
UB KEGIATAN KEGIATAN
KINERJA KINERJA
1 2 3 4 5 () 1 2 3 4 5 6
Pelaksanaan Kebijakan L Jumlah orang yang
Di Bidang Pendidikan Jumlob orang yang . P'eloksonoon‘ K'oordlno.s! Di mengikuti Koordinasi Di
- - mengikuti Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, . [ -
Politik, Etika Budaya . . o . . Bidang Pendidikan Politik,
- . Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, ) -
Politik, Peningkatan N " - . Etika Budaya Politik,
. S Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, ; .
Demokrasi, Fasilitasi - . L2 Peningkatan Demokrasi,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan o
Kelembagaan Badan Fasilitasi Kelembagaan Ora Pemerintahan, Perwakilan Badan Fasilitasi Kelembagaan Ora
b Pemerintahan, - 9 . 52 1,153,922,265 b o Pemerintahan, Perwakilan 52 1,153,922,265
. . KesbangPol Pemerintahan, Perwakilan ng dan Partai Politik, KesbangPol RN ng
Perwakilan dan Partai S I . dan Partai Politik,
i I~ dan Partai Politik, Pemilihan Pemilihan .
Politik, Pemilihan I - Pemilihan
o Umum/Pemilihan Umum Umum/Pemilihan Umum -
Umum/Pemilihan Umum Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta Kepala Daerah, Serta
Kepala Daerah, Serta . R . SO Kepala Daerah, Serta
. . Pemantauan Situasi Politik DI Pemantauan Situasi Politik . SO
Pemantauan Situasi daerah DI daerah Pemantauan Situasi Politik
Politik DI daerah DI daerah
Pelcksor\oon . Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring, Jumlgh ‘Ioporon hOS.”
Monitoring, Evaluasi dan N } - . monitoring, evaluasi dan
P monitoring, evaluasi dan Evaluasi dan Pelaporan di L
Pelaporan di Bidang . . . L pelaporan di bidang
e o g pelaporan di bidang Bidang Pendidikan Politik, L o .
Pendidikan Politik, Etika e - . . - pendidikan politik, etika
. pendidikan politik, etika Etika Budaya Politik, s
Budaya Politik, o . . . budaya politik,
. . budaya politik, peningkatan Peningkatan Demokrasi, . .
Peningkatan Demokrasi, ) L g peningkatan demokrasi,
o o demokrasi, fasilitasi Fasilitasi Kelembagaan e
Fasilitasi Kelembagaan Badan N . Badan fasilitasi kelembagaan
c - kelembagaan 4  Lap 23,159,000 c Pemerintahan, Perwakilan . . 4  Lap 23,159,000
Pemerintahan, KesbangPol : . A KesbangPol pemerintahan, perwakilan
. . pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, ) -
Perwakilan dan Partai ) " L. .. dan partai politik,
o I dan partai politik, pemilihan Pemilihan b
Politik, Pemilihan . .. pemilihan
.. umum/pemilihan umum Umum/Pemilihan Umum ..
Umum/Pemilihan Umum umum/pemilihan umum
kepala daerah, serta Kepala Daerah, serta
Kepala Daerah, serta . ) T . R kepala daerah, serta
. . pemantauan situasi politik di Pemantauan Situasi Politik . . -
Pemantauan Situasi daerah di Daerah pemantauan situasi politik
Politik di Daerah di daerah
PROGRAM PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN Persentase jumlah ormas PEMBERDAYAAN DAN Persentase jumlah ormas
\% PENGAWASAN yang diberdayakan dan 100 % 77,664,400 \% PENGAWASAN yang diberdayakan dan 100 % 77,664,400
ORGANISASI diawasi ORGANISASI diawasi
KEMASYARAKATAN KEMASYARAKATAN
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RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO TARGET NO TARGET
A LIS IS LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PAGU INDIKATIF AL AL A L LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PAGU INDIKATIF
UB KEGIATAN KEGIATAN
KINERJA KINERJA
1 2 3 4 5 () 1 2 3 4 5 6
Perumusan Kebijakan Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Jumlah ormas yang Pelaksanaan Bidang LU el e T
1. . . . 108 Kip 77,664,400 1. diberdayakan dan 108 Klp 77,664,400
Pemberdayaan dan diberdayakan dan diawasi Pemberdayaan dan diawasi
Pengawasan Organisasi Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Pelaksanaan Monitoring Jumlah laporan hasil G Jumlah laporan hasil
. N : Pelaksanaan Monitoring o :
Evaluasi dan Pelaporan monitoring evaluasi dan - monitoring evaluasi dan
e . Evaluasi dan Pelaporan S
Dibidang Pendaftaran pelaporan dibidang - pelaporan dibidang
Dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan pendaftaran ormas, pendaftaran ormas,
. Badan Ormas, Pemberdayaan Badan
a Ormas, Evaluasi dan pemberdayaan ormas, 4  Lap 77.664.400 a . pemberdayaan ormas, 4  Lap 77.664.400
e KesbangPol . - Ormas, Evaluasi dan KesbangPol - -
Mediasi Sengketa evaluasi dan mediasi o evaluasi dan mediasi
Mediasi Sengketa Ormas,
Ormas, Pengawasan sengketa ormas, sengketa ormas,
. Pengawasan Ormas dan
Ormas dan Ormas Asing pengawasan ormas dan . X pengawasan ormas dan
. N ) Ormas Asing di Daerah ; )
di Daerah ormas asing di daerah ormas asing di daerah
PROGRAM PEMBINAAN Persentase jumlah PROGRAM PEMBINAAN :‘:’r;eb';:“:: n"g;‘::’h
DAN PENGEMBANGAN pembinaan dan DAN PENGEMBANGAN
V' | KETAHANAN EKONOM!I, pengembangan ketahanan | 10 % HULEAHLLY V' | KETAHANAN EKONOMI, E:L%Z";::';?(g:omi 1wy e ALY
SOSIAL, DAN BUDAYA ekonomi, sosial dan budaya SOSIAL, DAN BUDAYA . ’
sosial dan budaya
E T ETEhD Persentase capaian
Perumusan Kebijakan P . Perumusan Kebijakan pelaksanaan pembinaan
. pelaksanaan pembinaan N
Teknis dan Pemantapan dan pengembangan Teknis dan Pemantapan dan pengembangan
1. Pelaksanaan Bidang peng gar . 100 % 577,235,000 1. Pelaksanaan Bidang ketahanan ekonomi, 100 % 577,235,000
Y ketahanan ekonomi, sosial s . .
Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Ekonomi, Sosial sosial dan budaya serta
0 dan budaya serta
Sosial dan Budaya dan Budaya kerukunan umat
kerukunan umat beragama
beragama
Pelaksanaan Koordinasi Jumlah orang yang
di Bidang Ketahanan Jumlah orang yang - mengikuti koordinasi di
) . - I Pelaksanaan Koordinasi di .
Ekonomi, Sosial, Budaya mengikuti koordinasi di . bidang ketahanan
P . Bidang Ketahanan ) .
dan Fasilitasi bidang ketahanan ) . ekonomi, sosial, budaya
) . Ekonomi, Sosial, Budaya .
Pencegahan Badan ekonomi, sosial, budaya Ora dan Fasilitasi Penceaahan Badan dan fasilitasi pencegahan ora
a Penyalagunaan dan fasilitasi pencegahan 575 577,235,000 a gan penyalagunaan 575 577,235,000
. S KesbangPol . ng Penyalagunaan Narkotika, KesbangPol . S ng
Narkotika, Fasilitasi penyalagunaan narkotika, S narkotika, fasilitasi
e Fasilitasi Kerukunan Umat
Kerukunan Umat fasilitasi kerukunan umat kerukunan umat
Beragama dan Penghayat
Beragama dan beragama dan penghayat X beragama dan
. Kepercayaan di Daerah
Penghayat kepercayaan di daerah penghayat kepercayaan
Kepercayaan di Daerah di daerah
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RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO TARGET NO TARGET
A LIS IS LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PAGU INDIKATIF AL AL A L LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PAGU INDIKATIF
UB KEGIATAN KEGIATAN
KINERJA KINERJA
1 2 3 4 5 () 1 2 3 4 5 6
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase capaian PROGRAM PENINGKATAN Persentase capaian
KEWASPADAAN peningkatan kewaspadaan KEWASPADAAN NASIONAL peningkatan
NASIONAL DAN nasional dan DAN PENINGKATAN kewaspadaan nasional
\ PENINGKATAN KUALITAS peningkatankualitas dan OO I AR A KUALITAS DAN FASILITASI dan peningkatankualitas 1wy % P
DAN FASILITASI fasilitasi penanganan konflik PENANGANAN KONFLIK dan fasilitasi penanganan
PENANGANAN KONFLIK sosial SOSIAL konflik sosial
SOSIAL
Perumusan Kebijakan Perumusan Kebijakan Persentase capaian
Teknis dan Pelaksanaan Persentase capaian Teknis dan Pelaksanaan pelaksanaan
1 Pemantapan . pelaksanaan pemfmiapan 100 % 1,432,799.600 1 Pemantapan . pemantapan . 100 % 1,432,799.600
Kewaspadaan Nasional kewaspadaan nasional dan Kewaspadaan Nasional kewaspadaan nasional
dan Penanganan Konflik penanganan konflik sosial dan Penanganan Konflik dan penanganan konflik
Sosial Sosial sosial
Pelaksanaan Koordinasi Jumlah orang yan Jumlah orang yan
di Bidang norang yang - Pelaksanaan Koordinasi di norang yang -
- mengikuti koordinasi di . o mengikuti koordinasi di
Kewaspadaan Dini, . L Bidang Kewaspadaan Dini, .
Keri - bidang kewaspadaan dini, ) h bidang kewaspadaan
erjasama Intelijen, . ; " Kerjasama Intelijen, L . N
kerjasama intelijen, . dini, kerjasama intelijen,
Pemantauan Orang . Pemantauan Orang Asing, .
; . pemantauan orang asing, ; ) pemantauan orang asing,
Asing, Tenaga Kerja : . Tenaga Kerja Asing dan : .
. tenaga kerja asing dan X tenaga kerja asing dan
a Asing dan Lembaga Badan lembaga asin 164 Ora 180,427,600 a Lembaga Asing, Badan lembaga asin 164 Ora 180,427,600
Asing, Kewaspadaan KesbangPol 9 9 ng e Kewaspadaan Perbatasan KesbangPol 9 9 ng e

Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

kewaspadaan perbatasan
antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta
penanganan konflik di
daerah

Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

kewaspadaan

perbatasan antar negara,

fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan,
serfa penanganan konflik
di daerah
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RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO TARGET NO TARGET
A LIS IS LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PAGU INDIKATIF AL AL A L LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PAGU INDIKATIF
UB KEGIATAN KEGIATAN
KINERJA KINERJA
1 2 3 4 5 () 1 2 3 4 5 6
Pelclfsopoon . Jumlah laporan hasil G Jumlah laporan hasil
Monitoring, Evaluasi dan N . Pelaksanaan Monitoring, N ;
S monitoring, evaluasi dan ) . monitoring, evaluasi dan
Pelaporan di Bidang L Evaluasi dan Pelaporan di oo
o pelaporan di bidang . o pelaporan di bidang
Kewaspadaan Dini, . Bidang Kewaspadaan Dini, L
R - kewaspadaan dini, ) » kewaspadaan dini,
Kerjasama Intelijen, R ™ Kerjasama Intelijen, . e
kerjasama intelijen, . kerjasama intelijen,
Pemantauan Orang . Pemantauan Orang Asing, .
. . pemantauan orang asing, . . pemantauan orang asing,
Asing, Tenaga Kerja Badan tenaga kerja asing dan Tenaga Kerja Asing dan Badan tenaga kerja asing dan
b Asing dan Lembaga 8 19 e 4  Lap 29,784,500 b Lembaga Asing, e 19 e 4  Lap 29,784,500
. KesbangPol | lembaga asing, KesbangPol lembaga asing,
Asing, Kewaspadaan Kewaspadaan Perbatasan
kewaspadaan perbatasan P kewaspadaan
Perbatasan Antar e Antar Negara, Fasilitasi
S antar negara, fasilitasi N perbatasan antar negara,
Negara, Fasilitasi . Kelembagaan Bidang e
- kelembagaan bidang fasilitasi kelembagaan
Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta -
kewaspadaan, serta I bidang kewaspadaan,
kewaspadaan, serta - Penanganan Konflik di .
- penanganan konflik di serta penanganan konflik
Penanganan Konflik di Daerah )
daerah di daerah
Daerah
Pelaksanaan Forum Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi Pimpinan Badan Pelaksanaan Forum Pelaksanaan Forum Badan Pelaksanaan Forum
C. P o 4 Dok 1,222,587,500 C. Koordinasi Pimpinan e 4 Dok | 1,222,587,500
Daerah KesbangPol Koordinasi Pimpinan Daerah Daerah Kabupaten/Kota KesbangPol Koordinasi Pimpinan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota P Daerah Kabupaten/Kota
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Badan
Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025
mengakomodir program/kegiatan/sub  kegiatan yang diusulkan  para
pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, Ormas, LSM, OKP
maupun dari  hasil pengumpulan informasi  perangkat daerah  dari
pemantauan lapangan pada pelaksanaan musrembang kecamatan. Namun
secara umum fidak ada usulan program, kegiatan dan sub kegiatan
masyarakat pada kegiatan musrembang dan forum organisasi perangkat
daerah untuk tahun 2025 yang berhubungan langsung dengan tupoksi Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik.
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BAB Ill
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yang tercantum

dalom Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan
menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja

(Renja) Perangkat Daerah.

2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan menuju bangsa yang
berkarakter dalam koridor NKRI dengan lebih meningkatkan pembinaan
pemahaman wawasan kebangsaan dalam rangka mengurangi atau
menurunnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena
isu SARA dan kesenjangan social serta menjaga stabilitas politik di daerah.
Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan urusan kesatuan bangsa dan

politik dalam negeri yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-

441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019, pasal 6 ayat 2 yaitu :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di
wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. pelaksanaan kebijokan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalom negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan infra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan

organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional
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dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya,  fasilitasi  organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional  dan
penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam
negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya,  fasilitasi  organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional  dan
penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan;

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa
dan politik kabupaten/kota; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka tujuan dan
sasaran semua perangkat daerah haruslah menyelaraskan dengan tujuan dan
sasaran kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD. Tujuan dan sasaran
Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan  Politik
Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam
dokumen Renstra, dimana tujuan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik periode 2025-2029 yakni :
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a.

Tujuan

Tujuan Renstra adalah memberikan arah dan pedoman strategis bagi

instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi melalui penetapan

sasaran, strategi, serta program yang terukur dalam jangka menengah.

Adapun Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah “Meningkatnya

kerukunan umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi”

Sasaran

Sasaran strategis Renstra adalah hasil utama yang ingin dicapai

dalam jangka menengah sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan

tujuan strategis dan arah kebijakan organisasi. Berikut ini sasaran strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 — 2029

1.  Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah

2. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada

Meningkatnya peran

pembangunan daerah

serta  organisasi

4.  Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

kemasyarakatan

dalam

Berikut tabel penjabaran tujuan dan sasaran rencana strategis Badan

Kesatuan Bangsa dan politik Tahun 2025

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2025

Indikator
Tujuan

Meningkatnya
kerukunan

umat

beragama
dan partisipasi
masyarakat
dalam
demokrasi
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Indeks
Kerukunan
Umat
Beragama

Perangkat Daerah

Sasaran Indikator Sasaran Target
1.Meningkatnya Persentase
stabilitas dan Penurunan Konflik 18,18%
kondusivitas daerah IPOLEKSOSBUD
2 Men'mgkqfnyg. Tingkat Partisipasi
Partisipasi Politik -
Pemilih dalam 80,35%
WUSBYETEIEl; Clellelit Pemilu dan Pilkada
Pemilu dan Pilkada
3. Meningkatnya peran | Persentase Peran
serta organisasi Organisasi
kemasyarakatan Kemasyarakatan
52%
dalam dalam
pembangunan Pembangunan
daerah Daerah
4. Meningkatnya 70.00
Akuntabilitas Kinerja Nilai Sakip (BIB)
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3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2025 merupakan kelanjutan

program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2024.

Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik pada tahun 2025 adalah sebanyak 6 (enam) program dengan 13 (tiga

belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan rincian

sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2025
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
I | PROGRAM PENUNJANG Perencanaan,

URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan

P kat D h
erangkat baerd 2 | Dokumen RKA-SKPD
3 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat
4
Daerah
Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
Perangkat Daerah ASN
Koordinasi dan Penyusunan
6 | Laporan Keuangan Bulanan /
Triwulanan / Semesteran SKPD
Administrasi Barang .
Milik Daerah pada 7 Ezl?;iusggzgslggrong Milik
Perangkat Daerah P
Pendataan dan Pengolahan
8 . . .
Administrasi Kepegawaian
9 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Penyediaan Komponen Instalasi
Perangkat Daerah 10 | Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
r Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan kantor
12 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Penyediaan Barang Cetakan
13
dan Penggandaan
14 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan
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No Program Kegiatan Sub Kegiatan
15 | Fasilitasi Kunjungan Tamu
16 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Pengadan Kendaraan Dinas
Milik Daerah 17 Operasional atau Lapangan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 18 | Pengadaan Mebel
19 Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
Penyef:hqqn Jasa 20 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah o] Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan
22
Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Milik Daerah Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
R 23 7 .
Penunjang Urusan Perizinan Kendaraan Dinas
Pemerintahan Daerah Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan
24 . ;
Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi
25 | Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi
26 | sarana dan prasarana Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya
I | PROGRAM PENGUATAN Perumusan Kebijakan 27 | Pelaksanaan Koordinasi di
IDEOLOGI PANCASILA Teknis dan Bidang Ideologi Wawasan
DAN KARAKTER Pemantapan Kebangsaan, Bela Negara,
KEBANGSAAN Pelaksanaan Bidang Karakter Bangsa, Pembauran
Ideologi Pancasila dan Kebangsaan, Bineka Tunggal lka
Karakter Kebangsaan dan Sejarah Kebangsaan
28 | Pembentukan Paskibraka
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No Program Kegiatan Sub Kegiatan
lll | PROGRAM 10 | Perumusan Kebijakan 29 | Penyusunan Program Kerja di
PENINGKATAN PERAN Teknis dan Bidang Pendidikan Politik, Etika
PARTAI POLITIK DAN Pemantapan Budaya Politik, Peningkatan
LEMBAGA PENDIDIKAN Pelaksanaan Bidang Demokrasi, Fasilitasi
MELALUI PENDIDIKAN Pendidikan Politik, Etika Kelembagaan Pemerintahan,
POLITIK DAN Budaya Politik, Perwakilan dan Partai Politik,
PENGEMBANGAN ETIKA Peningkatan Pemilihan Umum/Pemilihan
SERTA BUDAYA POLITIK Demokrasi, Fasilitasi Umum Kepala Daerah, serta
Kelembagaan Pemantauan Situasi Politik di
Pemerintahan, Daerah
Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan 30 | Pelaksanaan Kebijakan Di
Umum/Pemilihan Bidang Pendidikan Politik, Etika
Umum Kepala Daerah, Budaya Politik, Peningkatan
serta Pemantauan Demokrasi, Fasilitasi
Situasi Politik Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Polifik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik Di
Daerah
31 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah
IV | PROGRAM 11 | Perumusan Kebijakan 32 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi
PEMBERDAYAAN DAN Teknis dan dan Pelaporan Dibidang
PENGAWASAN Pemantapan Pendaftaran Ormas,
ORGANISASI Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
KEMASYARAKATAN Pemberdayaan dan dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Pengawasan Ormas dan Ormas
Organisasi Asing di Daerah
Kemasyarakatan
V | PROGRAM PEMBINAAN | 12 | Perumusan Kebijakan | 33 | Pelaksanaan Koordinasi di

DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

Teknis dan
Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya

Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
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No

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

\'l

PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

13

Perumusan Kebijakan
Teknis dan
Pelaksanaan
Pemantapan
Kewaspadaan
Nasional dan
Penanganan Konflik
Sosial

34

Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

35

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

36

Pelaksanaan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Perubahan dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara detail tercantum dalam lampiran

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2025

Tabel 4.1

Dan Rumusan Rencana Tahun 2026

RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

2026
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET TARGET
onas | caraian | HUIMANEANA/ | capaan | KERUAN DA
KINERJA KINERJA
1 2 9 5 6 5 6
Belanja Operasi 8,089,528,674 9,095,693,006
eied Ll T S UL, Persentase pemenuhan penunjang urusan
I | PEMERINTAHAN DAERAH emeﬁmahp oorah kqb/ﬁ(om jang 100 % 3,090,044009 | 97 % 3,489,892,441
KABUPATEN/KOTA P
Perencanaan, Penganggaran, Persentase penyusunan dokumen
1. | dan Evaluasi Kinerja Perangkat perencanaan, penganggaran dan evaluasi 100 % 67,176,803 | 100 % 64,447,303
Daerah tepat waktu
a Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan perangkat Badan 3 Dok 36,677,500 2 Dok 27,430,500
Perencanaan Perangkat Daerah daerah KesbangPol
Koordinasi dan Penvusunan Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan Badan
b Y hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- 2 Dok 5,518,000 2 Dok 5,218,000
Dokumen RKA-SKPD SKPD KesbangPol
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RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

2026

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET TARGET
ocast | Chramn | KHIMALANA/ | Capman | KeSUTUALEANA/
KINERJA KINERJA
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan Badan
S | Dokumen DPA-SKPD ?Eslllakoordmom penyusunan dokumen DPA- KesbangPol 2 Dok 2 637,500 2 Dok 2,150,000
d | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | JUMiah laporan evaluasi kinerja perangkat Badan 10 Lap 22343803 | 10 Lap 29,648,803
daerah KesbangPol
2. Administrasi Keuangan Perangkat | Persentase administrasi ke.ucngan yang 100 % 2212,283,206 | 100 % 2.758,649,998
Daerah terselenggara dengan baik
q Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumloh orang yang menerima gaji dan Badan 04 Oran 2167.808,706 24 Orang 2708,821,498
ASN tunjangan ASN KesbangPol e}
Jumlah laporan keuangan
Koordinasi dan Penyusunan bulanan/friwulanan/semesteran SKPD dan Badan
b Laporan Keuangan Bulanan / laporan koordinasi penyusunan laporan 18 Lap 45,023,500 18 Lap 49,828,500
- . KesbangPol
Triwulanan / Semesteran SKPD keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah Perser.\fose BMD yang diadministrasikan 100 % 18,053,000 | 100 % 21,052,000
pada Perangkat Daerah sesuai standar
Penatausahaan Barang Milik Jumlah laporan penatausahaan barang Badan
9 | baerah pada SKPD milik daerah pada SKPD KesbangPol 4 lop 18053000 | 4 top 21,052,000
Administrasi Kepegawaian Persentase laporan data administrasi
. Perangkat Daerah kepegawaian yang dimuktakhirkan e St | s 5% S
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RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

2026
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN DANA / TARGET KEBUTUHAN DANA /
ROl Saldal ol PAGU INDIKATIF Sa el PAGU INDIKATIF
KINERJA KINERJA
A Pend.o_’roon.don Pengollohon Jumlah dokumen.pfendqtoon dan . Badan 4 Dok 32.132.000 4 Dok 26,424,000
Administrasi Kepegawaian pengolahan administrasi kepegawaian KesbangPol
Lo . . Jumlah orang yang mengikuti bimbingan
b Bimbingan Teknis Implementasi teknis implementasi peraturan perundang - Badan 5 Oran 27,526,000 6 Orang 26,628,000
Peraturan Perundang-Undangan KesbangPol g
undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Perse.n'tase ratc - rata capaian kinerja 100 % 448,254,000 | 100 % 361,705,640
Daerah administrasi umum perangkat daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah paket komponen instalasi listrik / Badan
a Listrik/Penerangan Bangunan penerangan bangunan kantor yang 4  Paket 20,270,000 10  Paket 10,270,000
N KesbangPol
Kantor disediakan
b Penyediaan Peralatan dan Jumlah paket .perqloton dan perlengkapan Badan 11 Paket 143,000,000 7 Poket 67,000,000
perlengkapan kantor kantor yang disediakan KesbangPol
¢ | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2YMIah paket bahan logistik yang Badan 4 Paket 8,608,600 | 4 Paket 11,053,240
disediakan KesbangPol
d Penyediaan Barang Cetakan dan | Jumlah paket barang gequcm dan Badan 4 Paket 12,390,000 3 Paket 11,620,000
Penggandaan penggandaan yang disediakan KesbangPol
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumiah dokumen bahan bacaan dan Badan
e Y peraturan perundang-undangan yang 4 Dok 8,040,000 96 Dok 8,040,000
Peraturan Perundang-undangan S KesbangPol
disediakan
f Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Badan 4 la 4 la 19,800,000
ung P 1ung KesbangPol P 11,220,000 P e
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RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

2026
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN DANA / TARGET KEBUTUHAN DANA /
LOKASI CAPAIAN PAGU INDIKATIF CAPAIAN PAGU INDIKATIF
KINERJA KINERJA
Penyelenggaraan Rapat Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Badan 12 La 244 725,400 12 la 233.922 400
9 Koordinasi dan Konsultasi SKPD koordinasi dan konsultasi SKPD KesbangPol P e P e
Pengadaan Barang Milik Daerah -
6. | Penunjang Urusan Pemerintah FCEENEERIRE BT (L SCEEE! [HEhE il 100 % 92,650,000 | 100 % 37,200,000
daerah penunjang yang terpenuhi
Daerah
q Pengoqloon Kendaraan Dinas Jumlah unit kendoroon.dmgs operasional Badan 3 Unit 638,196,000 0 - )
Operasional atau Lapangan atau lapangan yang disediakan KesbangPol
b Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan Badan 10 Paket 80,650,000 5 Paket 25,200,000
KesbangPol
c Pe.ngodoon Peralatan dan Mesin Jumloh.um’( peralatan dan mesin lainnya Badan 3 Unit 12,000,000 6 Unit 12,000,000
Lainnya yang disediakan KesbangPol
Pengadaan Gedung Kantor atau | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan Badan . .
d - . S - Unit 0 - Unit 0
Bangunan Lainnya lainnya yang disediakan KesbangPol
7. Penyediaan .I!::sa Penunjang Persen'fase rata - rata ccu?alcm kinerja jasa 100 % 106,670,000 | 100 % 107,945,500
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
a Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat Badan 4  Lap 1,610,000 4 Lap 2,285,500
menyurat KesbangPol
. I Jumlah laporan penyediaan jasa
b Penyediaan JOS.O Komgm!«]su komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Badan 4  Lap 43,500,000 4 Lap 44,100,000
Sumber Daya Air dan Listrik o KesbangPol
disediakan
c Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah laporan penyediaan josa Badan 4 Lap 61,560,000 4 Llop 61,560,000
Umum Kantor pelayanan umum kantor yang disediakan KesbangPol
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RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

2026
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN DANA / TARGET KEBUTUHAN DANA /
ROl Saldal ol PAGU INDIKATIF Sa el PAGU INDIKATIF
KINERJA KINERJA
Pemeliharaan Barang Milik Persentase barang milik daerah penunjang
8. | Daerah Penunjang Urusan urusan pemerintahan yang terpelihara 100 % 84,750,000 | 100 % 85,840,000
Pemerintahan Daerah dengan baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, lah kend di . L at
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Jumlah ken araan dinas operasional atau Badan . .
a I Y lapangan yang dipelihara dan dibayarkan 4 Unit 24,000,000 4 Unit 24,000,000
Perizinan Kendaraan Dinas . et KesbangPol
) pajak dan perizinannya
Operasional atau Lapangan
b Pem_ehhqroon Peralatan dan JL_JmI(_]h Peralatan dan Mesin Lainnya yang Badan 36 Unit 33,250,000 45 Unit 20,840,000
Mesin Lainnya dipelihara KesbangPol
Pemeliharaan/Rehabilitasi .
¢ | Gedung Kantor dan Bangunan | 2YMiah gedung kantor & bangunan lainnya Badan 1 Unit 27,500,000 | 1 Unit 27,500,000
: yg dipelihara/direhabilitasi KesbangPol
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Badan
d dan Prasarana Gedung Kantor Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1 Unit 0 1 Unit 13,500,000
o . ae KesbangPol
atau Bangunan dipelihara/direhabilitasi
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI | Persentase jumlah kebijakan penguatan
Il PANCASILA DAN KARAKTER ideologi pancasila dan karakter 100 % 1,642,396,800 | 100 % 1,659,210,100
KEBANGSAAN kebangsaan yang dilaksanakan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Perser.nast.a capaian Peloksonaan
Pemantapan Pelaksanaan Bidan koordinasi di bidang ideology wawasan
1. ap . 9 kebangsaan, bela negara, karakter 100 % 1,642,396,800 | 100 % 1,659,210,100
Ideologi Pancasila dan Karakter .
bangsa, pembauran kebangsaan, bineka
Kebangsaan - .
tunggal ika dan sejarah kebangsaan
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RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

2026
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN DANA / TARGET KEBUTUHAN DANA /
ROl Saldal ol PAGU INDIKATIF Sa el PAGU INDIKATIF
KINERJA KINERJA

Ejeelglréo?\?v%r\jvzzg;d?:;gil leggr?g Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di
Bela Ng ara. Karakter Bong sa ' bidang ideologi wawasan kebangsaan, Badan

a gara, gsd, bela negara, karakter bangsa, pembauran 30 Org 31,148,800 | 100 Orang 53,917,500
Pembauran Kebangsaan, Bineka . . KesbangPol

; kebangsaan, bhineka funggal ika dan

Tunggal lka dan Sejarah sejarah kebangsaan
Kebangsaan

b Pembentukan Paskibraka Jumlah PASKIBRAKA Kegsg:;Pol 70 Org 1,611,248,000 | 70 Orang 1,605,292,600
:ig&??g;ﬁ':lgfﬁ ?;:A’; : g';AN Persentase capaian peningkatan peran

Il | PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN | Partai politik dan lembaga pendidikan 100 % 1,238,202,265 | 100 % 1,241,440,265
POLITIK DAN PENGEMBANGAN melalui pendidikan politik dan
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK pengembangan etika serta buaya politik
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Persentase capaian peningkatan partai

1. F05|I|ta_5| Kelembogcorj pollhlf c.ion Iem?ggo pendidikan melalui 100 % 1,238.202.265 | 100 % 1,241,440,265
Pemerintahan, Perwakilan dan pendidikan politik dan pengembangan
Partai Politik, Pemilihan etika serta budaya politik
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauvan Situasi
Politik
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RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

2026
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI CT::ISI:TN KEBUTUHAN DANA / J::lﬁf\TN KEBUTUHAN DANA /
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
Penyusunan Program Kerja di
Bidang Pendidikan Politik, Efika Jumlah dokumen program kerja di bidang
Budaya Politik, Peningkatan pendidikan politik, etika budaya politik,
Demokrasi, Fasilitasi peningkatan demokrasi, fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, kelembagaan pemerintahan, perwakilan Badan
a Perwakilan dan Partai Politik, dan partai politik, pemilihan KesbangPol 1 Dok 61,121,000 1 Dok 0
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum | umum/pemilihan umum kepala daerah,
Kepala Daerah, serta serta pemantauan situasi politik di daerah
Pemantauan Situasi Politik di yang disusun
Daerah
Pelaksanaan Kebjjakan Di Bidang Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan
Pendidikan Politik, Etika Budaya L 19 yang mengikuli pelakss
. . . kebijakan di bidang pendidikan politik,
Politik, Peningkatan Demokrasi, . o ;
e etika budaya politik, peningkatan
Fasilitasi Kelembagaan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Badan
b Pemerintahan, Perwakilan dan s : g . 52 Org 1,153,922,265 30 Orang 1,153,922,265
T L pemerintahan, perwakilan dan partai KesbangPol
Partai Politik, Pemilihan " . -
- politik, pemilihan umum/pemilihan umum
Umum/Pemilihan Umum Kepala . .
- . | kepala daerah, serta pemantauan situasi
Daerah, serta Pemantauan Situasi I
PP politik di daerah
Politik Di Daerah
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RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025 AU MA;[(:;"ENCANA UL
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN DANA / TARGET KEBUTUHAN DANA /
LOKASI CAPAIAN CAPAIAN
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi
Pendidikan Politik, Etika Budaya dan pelaporan di bidang pendidikan
Politik, Peningkatan Demokrasi, polifik, etika budaya politik, peningkatan
Fasilitasi Kelembagaan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Badan

c Pemerintahan, Perwakilan dan pemerintahan, perwakilan dan partai KesbangPol 4 lop 23,159,000 4 lop 29.697.000
Partai Politik, Pemilihan politik, pemilihan umum/pemilihan umum
Umum/Pemilihan Umum Kepala kepala daerah, serta pemantauan situasi
Daerah, serta Pemantauan Situasi | politik di daerah
Politik di Daerah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Persentase iumlah ormas van

IV | PENGAWASAN ORGANISASI diberda akjan dan diawa:li 9 100 % 77,664,400 | 100 % 80,000,000
KEMASYARAKATAN Y
Perumusan Kebijakan Teknis dan

1. Pemantapan Pelaksanaan Bidang Jt.JmIah.ormcs yang diberdayakan dan 108 Kip 77,664,400 | 104 Kip 80,000,000
Pemberdayaan dan Pengawasan | diawasi
Organisasi Kemasyarakatan
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi
dan Pelaporan Dibidang Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi
Pendaftaran Ormas, dan pelaporan dibidang pendaftaran Badan

a Pemberdayaan Ormas, Evaluasi ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan 4 Lap 77,664,400 4 Lap 80,000,000

S S KesbangPol

dan Mediasi Sengketa Ormas, mediasi sengketa ormas, pengawasan
Pengawasan Ormas dan Ormas ormas dan ormas asing di daerah
Asing di Daerah
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RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

2026
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET TARGET
ocast | Chramn | KHIMALANA/ | Capman | KeSUTUALEANA/
KINERJA KINERJA
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase jumlah pembinaan dan
V | PENGEMBANGAN KETAHANAN pengembangan ketahanan ekonomi, sosial 100 % 577,235,000 | 100 % 180,000,000
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA dan budaya
Perumusan Kebijakan Teknis dan Persentase capaian pelaksanaan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang | pembinaan dan pengembangan
Js Ketahanan Ekonomi, Sosial dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dea % SR e [
Budaya serta kerukunan umat beragama
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang I S
Ketahanan Ekonomi. Sosidl, ngloh orang yang mengkyh kqordmoy di
s bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya
Budaya dan Fasilitasi dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan Badan
a | Pencegahan Penyalagunaan . penceg penyalag 575 Org 577,235,000 | 100 Orang 180,000,000
; L narkotika, fasilitasi kerukunan umat KesbangPol
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan .
beragama dan penghayat kepercayaan di
Umat Beragama dan Penghayat d
: aerah
Kepercayaan di Daerah
AL L AR LELC AL Persentase capaian peningkatan
KEWASPADAAN NASIONAL DAN Kowang doonpmsior’:al dqgn
VI | PENINGKATAN KUALITAS DAN enin T(aiankuulitus dan fasilitasi 84 % 1,432,799.600 | 95 % 535,000,000
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK penqr? anan konflik sosial
SOSIAL penang
Perumusan Kebijakan Teknis dan 9
Pelaksanaan Pemantapan Persentase capaian peloksonaap
1. Kewaspadaan Nasional dan pemantapan kewgspad_aan nasional dan 100 % 1,432,799,600 100 % 535,000,000
X . penanganan konflik sosial
Penanganan Konflik Sosial

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA - P) 2025

56




RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

2026
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN DANA / TARGET KEBUTUHAN DANA /
LOKASI CAPAIAN CAPAIAN
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
Pelaksanaan Koqr(j|nos! di Bidang Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di
Kewaspadaan Dini, Kerjasama - . .
- bidang kewaspadaan dini, kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang . m -
. . . infelijen, pemantauan orang asing, tenaga
Asing, Tenaga Kerja Asing dan kerja asing dan lembaga asin Badan
a Lembaga Asing, Kewaspadaan ! 9 9 9 164  Org 180,427,600 | 250 Orang | 490,000,000
kewaspadaan perbatasan antar negara, KesbangPol
Perbatasan Antar Negara, L .
S . fasilitasi kelembagaan bidang
Fasilitasi Kelembagaan Bidang S
kewaspadaan, serta penanganan konflik di
Kewaspadaan, serta daerah
Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi
Kewaspadaan Dini, Kerjasama dan pelaporan di bidang kewaspadaan
Infelijen, Pemantauan Orang dini, kerjasama intelijen, pemantauan
Asing, Tenaga Kerja Asing dan orang asing, fenaga kerja asing dan Badan
o Lembaga Asing, Kewaspadaan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan KesbangPol 4 Lap 29,784,500 | 4 Lap 45,000,000
Perbatasan Antar Negara, antar negara, fasilitasi kelembagaan
Fasilitasi Kelembagaan Bidang bidang kewaspadaan, serta penanganan
kewaspadaan, serta konflik di daerah
Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Forum Koordinasi Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Badan
c Pimpinan Daerah Koordinasi Pimpinan Daerah KesbangPol 4 Dok 1,222,587,500 4 Dok 1,260,545,500
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Polifik
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 disusun sebagai penyesuaian terhadap
dinamika kebijakan nasional dan daerah, perubahan prioritas pembangunan, serta
perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa
dan politik. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan program dan
kegiatan agar tetap sejalan dengan arah kebijokan pembangunan daerah serta
mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalom Renstra
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

Renja Perubahan ini berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, sehingga
pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui
dokumen ini diharapkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan
bangsa, politik, dan ketahanan nasional dapat lebih terarah serta responsif
terhadap dinamika sosial politik dan kebutuhan masyarakat di daerah.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan ini, seluruh jajaran Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur diharapkan dapat melaksanakan
program dan kegiatan secara konsisten, terukur, dan berorientasi pada hasil, guna
mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang Maju dan Sejahtera di

Kabupaten Luwu Timur.
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